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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul Hukum Kenotariatan di 

Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai 

upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran, 

fungsi, dan kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional, 

khususnya dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia yang 

semakin kompleks. 

Profesi notaris memiliki posisi strategis dalam menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh 

karena itu, pemahaman mendalam mengenai hukum kenotariatan 

tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi 

mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin mengetahui 

bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. 

Buku ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan terbaru, doktrin, serta praktik kenotariatan yang 

berkembang. Harapannya, pembaca dapat memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai prinsip-prinsip dasar kenotariatan, tanggung 

jawab notaris, serta tantangan yang dihadapi profesi ini di era modern. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses 

penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan 

manfaat, memperkaya khazanah ilmu hukum, serta menjadi rujukan 

yang berguna bagi pengembangan studi kenotariatan di Indonesia. 
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Pendahuluan 

Hukum kenotariatan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang 

mengatur tugas, kewenangan, serta tanggung jawab notaris sebagai 

pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat 

akta otentik. Keberadaan notaris berfungsi memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai perbuatan 

hukum, terutama dalam bidang hukum perdata. Sebagai pejabat yang 

menjalankan fungsi negara dalam menghasilkan alat bukti tertinggi, 

notaris menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia 

(Harris & Helena, 2017). 

Perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia tidak terlepas 

dari pengaruh sistem hukum Belanda yang menjadi dasar penyusunan 

regulasi awal tentang jabatan notaris. Sejak diberlakukannya 

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië (Staatsblad 1860 No. 3), 

ketentuan mengenai notaris terus mengalami dinamika hingga 

lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) 

beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 

Perubahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk 

menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan 

masyarakat dan tuntutan zaman (Tobing, 1992). 

Selain perkembangan regulasi, konsep etika profesi menjadi 

bagian penting dari hukum kenotariatan. Notaris tidak hanya tunduk 

pada aturan perundang-undangan, tetapi juga pada Kode Etik Notaris 

yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Etika tersebut 

menekankan integritas, kejujuran, kehati-hatian, dan kerahasiaan 

sebagai prinsip utama dalam menjalankan jabatan. Pelaksanaan etika 

profesi yang baik merupakan bagian penting untuk menjamin legalitas 

dan keabsahan akta, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kewenangan (Kode Etik Notaris Indonesia, 2015). 

Peranan notaris dalam bidang ekonomi dan bisnis semakin 

penting seiring meningkatnya kompleksitas transaksi yang 

membutuhkan kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam transaksi 

keuangan, pendirian badan usaha, perjanjian kredit, jual beli tanah, 

hingga pengalihan hak, akta notaris menjadi instrumen yang 

memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dibuat secara sah 
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menurut ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menegaskan bahwa 

notaris memiliki posisi sentral dalam mendukung pembangunan 

ekonomi melalui kepastian hukum (Darus, 2017). 

Selain tuntutan profesional dan perkembangan ekonomi, profesi 

notaris juga menghadapi tantangan modern, salah satunya adalah 

perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi dokumen, 

penggunaan tanda tangan elektronik, dan kebutuhan penyimpanan 

arsip digital merupakan perubahan yang harus direspons secara hati-

hati. Teknologi memberikan peluang efisiensi, tetapi juga 

memunculkan risiko keamanan data dan keabsahan dokumen 

elektronik. Oleh karena itu, inovasi dalam kenotariatan harus tetap 

selaras dengan asas keotentikan akta sebagaimana diatur dalam 

hukum positif Indonesia (Jessica, 2024). 

Kewenangan notaris dalam menjalankan tugas harus dibatasi 

oleh ketentuan hukum agar tidak terjadi penyimpangan. Undang-

undang mengatur secara jelas ruang lingkup kewenangan notaris, 

mulai dari pembuatan akta, legalisasi tanda tangan, waarmerking, 

hingga penyimpanan dokumen. Pelanggaran terhadap batas 

kewenangan tidak hanya mengakibatkan sanksi administratif atau 

etika, tetapi juga dapat berujung pada tanggung jawab perdata hingga 

pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi para pihak 

(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, 2004). 

Di samping itu, tanggung jawab notaris tidak hanya berkaitan 

dengan isi akta, tetapi juga terhadap proses pembuatan akta yang 

meliputi verifikasi identitas para pihak, pengecekan kewenangan, 

serta memastikan adanya kehendak bebas tanpa paksaan. Notaris juga 

memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama menjalankan jabatannya. Pelaksanaan tanggung jawab ini 

merupakan manifestasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) 

yang bertujuan melindungi kepentingan para pihak serta menjaga 

keabsahan akta yang dibuat (Notodisoerjo, 1982). 

Keberadaan organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris 

Indonesia (INI), memberikan kontribusi besar dalam pengawasan dan 

pembinaan anggotanya. Organisasi profesi memiliki peran dalam 

menjaga martabat jabatan, menetapkan standar kode etik, serta 

memastikan kompetensi profesional melalui pendidikan 
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Dasar Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

Jabatan Notaris di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang 

bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat memerlukan kepastian dan perlindungan 

hukum. Dalam konteks ini, Notaris berperan sebagai pejabat umum 

yang membantu negara mewujudkan kepastian hukum melalui 

pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut jabatan 

Notaris. Namun, dasar hukum jabatan notaris dapat ditarik secara 

implisit dari beberapa pasal UUD 1945 yang menjadi landasan 

konstitusional keberadaan dan pengaturan jabatan notaris di 

Indonesia. Dasar konstitusional jabatan Notaris bersumber dari: 

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

“Indonesia adalah negara hukum.” 

Makna pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan 

hubungan hukum warga negara harus dijamin oleh kepastian 

hukum, yang salah satunya diwujudkan melalui keberadaan 

pejabat umum seperti notaris. 

2. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 

Akta Notaris menjamin pengakuan dan kepastian hukum atas 

perbuatan hukum perdata. Notaris membantu negara memenuhi 

hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil. 

Jabatan Notaris berfungsi sebagai sarana perlindungan hak 

keperdataan. 

3. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda…” 

Notaris berperan melindungi hak dan harta kekayaan melalui 

akta otentik. Jaminan perlindungan terhadap harta benda 
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diwujudkan melalui perjanjian dan perbuatan hukum yang dibuat 

di hadapan notaris. 

4. Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 (Tidak Langsung) 

Pasal ini mengatur terkait kekuasaan kehakiman. 

Akta Notaris digunakan sebagai alat bukti utama dalam proses 

peradilan. Notaris berfungsi sebagai penunjang sistem peradilan, 

meskipun bukan bagian dari kekuasaan kehakiman. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak 

terdapat pengaturan khusus mengenai jabatan Notaris sebagai 

profesi, namun KUH Perdata memberikan dasar yuridis yang sangat 

penting bagi keberadaan dan fungsi jabatan Notaris, terutama terkait 

akta otentik dan pembuktian. Namun terdapat beberapa pasal 

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan 

Jabatan Notaris, yakni: 

1. Pasal 1868 KUH Perdata 

“Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” 

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa: 

a. Negara memberikan kewenangan kepada pejabat umum 

(termasuk notaris) 

b. Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna 

c. Notaris berfungsi sebagai alat negara dalam menjamin 

keabsahan perbuatan hukum perdata. 

2. Pasal 1869 KUH Perdata 

Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak 

memenuhi syarat sebagai akta otentik, berubah menjadi akta di 

bawah tangan. Sehingga: 

a. Menegaskan pentingnya kewenangan dan prosedur notaris 

b. Kesalahan Formil notaris dapat menurunkan kekuatan 

pembuktian akta 

3. Pasal 1870 KUH Perdata 

Akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan 

ahli warisnya, sehingga: 
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Pendahuluan 

Notaris memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional 

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan 

menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-

undang. Keberadaan notaris tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap 

aktivitas hukum perdata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam 

menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum 

bagi masyarakat. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, serta 

legitimasi kewenangan notaris menjadi aspek yang tidak dapat 

diabaikan dalam penyelenggaraan jabatan kenotariatan. 

Legitimasi kewenangan notaris erat kaitannya dengan 

mekanisme pengangkatan dan pemberhentian notaris yang diatur 

secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya 

Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya. 

Proses pengangkatan notaris pada hakikatnya merupakan bentuk 

seleksi negara terhadap individu yang dinilai memenuhi persyaratan 

moral, intelektual, dan profesional untuk menjalankan fungsi jabatan 

publik. Sebaliknya, mekanisme pemberhentian notaris merupakan 

instrumen pengawasan dan penegakan akuntabilitas guna 

memastikan agar notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan 

hukum dan kode etik profesi. 

Dalam praktik, pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak 

semata-mata bersifat administratif, melainkan mengandung implikasi 

hukum yang signifikan, baik terhadap status jabatan notaris maupun 

terhadap keabsahan akta yang dibuatnya. Ketidaktepatan atau 

penyimpangan dalam prosedur tersebut berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan sengketa, yang pada akhirnya dapat 

merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan. Oleh 

karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai proses 

pengangkatan dan pemberhentian notaris menjadi sangat penting, 

tidak hanya bagi calon dan praktisi notaris, tetapi juga bagi aparat 

pengawas dan penegak hukum. 

Berdasarkan hal tersebut, bab ini bertujuan untuk mengkaji 

secara normatif dan sistematis proses pengangkatan dan 

pemberhentian notaris di Indonesia, termasuk dasar hukum, tahapan 
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prosedural, serta peran lembaga pengawas dalam pelaksanaannya. 

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh 

mengenai mekanisme pengisian dan pengakhiran jabatan notaris 

sebagai bagian integral dari sistem hukum kenotariatan di Indonesia. 

 

Kedudukan Notaris dalam Sistem Kenotariatan 

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh 

negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan 

lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penegasan 

mengenai kedudukan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini. (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU 

Nomor 02 Tahun 2014), 2014) Rumusan tersebut menegaskan bahwa 

notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara di bidang hukum 

perdata. 

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkannya 

dalam posisi yang khas, karena meskipun tidak berada dalam struktur 

birokrasi pemerintahan, notaris menjalankan kewenangan publik 

yang bersumber langsung dari undang-undang. Kewenangan tersebut 

melekat pada jabatan (office), bukan pada pribadi notaris, sehingga 

pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, independen, dan 

bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 UUJN 

yang mengatur ruang lingkup kewenangan notaris, terutama dalam 

pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

(UU Nomor 02 Tahun 2014), 2014). 

Dalam sistem kenotariatan Indonesia, notaris memiliki hubungan 

hukum langsung dengan negara yang diwujudkan melalui 

kewenangan pengangkatan dan pemberhentian oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJN. 

(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
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Notaris di Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial dalam 

memberikan kepastian hukum, terutama terkait dengan akta-akta 

yang mereka buat. Sebagai pejabat umum yang diatur oleh hukum, 

notaris memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum yang 

memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum. 

Keberadaan notaris sangat penting dalam menjamin kelancaran 

transaksi hukum yang melibatkan pihak ketiga, karena akta yang 

mereka buat dianggap sebagai bukti sah yang dapat diterima di 

pengadilan. Namun, agar fungsi notaris dapat dilaksanakan secara 

optimal, keberadaan pengaturan yang jelas mengenai tempat 

kedudukan dan wilayah kerja notaris menjadi sangat penting. Oleh 

karena itu, bab ini akan mengulas secara mendalam pengaturan 

tempat kedudukan dan wilayah kerja jabatan notaris, serta 

dampaknya terhadap profesi notaris dan masyarakat Indonesia. 

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap notaris hanya dapat 

memiliki satu tempat kedudukan yang sah, yang merupakan daerah 

administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Sementara itu, wilayah kerja notaris meliputi wilayah yang lebih luas, 

yaitu satu provinsi tempat notaris berkedudukan. Penetapan tempat 

kedudukan dan wilayah kerja ini tidak hanya bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga untuk 

memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap 

pelaksanaan tugas notaris.  

Pengaturan mengenai tempat kedudukan dan wilayah kerja 

notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Dalam banyak transaksi, akta yang dibuat oleh notaris 

menjadi alat bukti yang sah dan tidak dapat dengan mudah dibantah 

oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kejelasan mengenai 

tempat kedudukan dan wilayah kerja juga berfungsi untuk mencegah 

adanya benturan kewenangan antar notaris yang dapat menimbulkan 

kebingungan hukum. 

Apabila ketentuan mengenai kewenangan dan batas wilayah 

tidak diatur dengan baik, potensi kesalahan dalam pembuatan akta 

dapat merugikan pihak yang terlibat, karena mereka mungkin tidak 

mengetahui apakah notaris yang dipilih memiliki kewenangan untuk 

menangani transaksi mereka. Kejelasan pengaturan ini juga 
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memberikan perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri, dengan 

memberi batasan yang jelas mengenai wilayah kerjanya, serta 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di 

Indonesia. 

 

Tempat Kedudukan Notaris  

Tempat kedudukan notaris merujuk pada lokasi administratif yang 

ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) sebagai tempat di mana seorang notaris 

menjalankan profesinya secara sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

seorang notaris hanya diperkenankan memiliki satu tempat 

kedudukan yang terdaftar, yang berarti ia tidak diperbolehkan 

memiliki tempat kedudukan di lebih dari satu wilayah. Penetapan 

tempat kedudukan ini sangat krusial, karena menentukan wilayah 

administratif yang sah bagi seorang notaris untuk memberikan 

layanan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, tempat kedudukan 

tidak hanya mencakup lokasi fisik kantor, tetapi juga kewenangan 

administratif yang diberikan oleh Kemenkumham untuk menjalankan 

profesinya di suatu wilayah tertentu. Dengan pengaturan ini, profesi 

notaris dapat berjalan dengan jelas dan terstruktur sesuai dengan 

batas kewenangannya. 

Setiap notaris diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada 

Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh izin tempat 

kedudukan di wilayah administratif yang telah ditentukan. Izin ini 

menunjukkan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk 

beroperasi di wilayah yang ditetapkan tersebut dan berhak 

menjalankan tugas kenotariatan di tempat tersebut. Kewajiban untuk 

memiliki kantor di tempat kedudukan yang sah ini bertujuan tidak 

hanya untuk memberikan kejelasan administratif bagi masyarakat 

yang membutuhkan layanan notaris, tetapi juga untuk memberikan 

kepastian hukum terkait dengan keabsahan akta yang dibuat oleh 

notaris. Kantor yang terdaftar menjadi tempat di mana masyarakat 

dapat dengan mudah mengakses layanan notaris dan melakukan 

transaksi hukum, dengan keyakinan bahwa akta yang dibuat akan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. 
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Notaris dalam sistem hukum Indonesia ditempatkan sebagai 

pejabat umum yang diberi kewenangan atribusi untuk membuat akta 

otentik dan menjalankan fungsi lain yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan tersebut dibatasi oleh 

kewajiban Formil dan Materiil (misalnya, kewajiban bertindak 

amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak; kewajiban 

pembacaan dan penandatanganan akta; kewajiban menjaga rahasia 

jabatan; serta tata kelola Protokol Notaris) yang menentukan kualitas 

pembuktian akta dan pertanggungjawaban Notaris. Larangan jabatan 

(antara lain larangan rangkapan jabatan tertentu, larangan membuat 

akta untuk diri sendiri/keluarga, dan larangan memuat klausula yang 

memberi keuntungan bagi notaris atau pihak yang memiliki hubungan 

keluarga) dipahami sebagai instrumen pencegahan konflik 

kepentingan dan perlindungan kepercayaan publik. Sumpah/janji 

jabatan dianalisis sebagai fondasi etika hukum dan titik rujuk evaluasi 

pelanggaran.  

Dalam praktik kehidupan keperdataan dan dunia usaha, 

kebutuhan akan alat bukti tertulis yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan merupakan prasyarat bagi terselenggaranya 

kepastian hukum. Di titik inilah jabatan Notaris memperoleh 

relevansi: Notaris dihadirkan oleh negara untuk menyediakan sarana 

pembuktian yang berdaya ikat tinggi melalui akta otentik, sekaligus 

menjadi simpul kepercayaan (trust) dalam lalu lintas hukum. Namun, 

kepercayaan publik tersebut tidak lahir semata-mata dari label “akta 

otentik.” Kepercayaan dibangun melalui desain normatif yang 

menyeimbangkan (i) kewenangan atribusi yang luas agar notaris 

efektif melayani kebutuhan masyarakat; (ii) kewajiban dan standar 

kehati-hatian yang ketat agar produk akta tidak menjadi instrumen 

penyalahgunaan; (iii) larangan konflik kepentingan dan rangkap 

jabatan sebagai pagar etika; serta (iv) sumpah/janji jabatan yang 

menautkan dimensi moral dan dimensi hukum. 

Kewenangan Notaris pada dasarnya merupakan kewenangan 

atribusi (attributed authority), yakni kewenangan yang secara 

langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ/pejabat. 

Karena sifatnya atribusi, batas-batas kewenangan Notaris harus 

dibaca secara ketat berdasarkan norma yang memberikan 
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kewenangan (UUJN) dan norma lain yang secara eksplisit menambah 

atau membatasi kewenangan tersebut. Pemahaman atribusi penting 

untuk menghindari dua ekstrem: pertama, menganggap notaris 

sekadar “penulis akta” sehingga dimensi kehati-hatian dan fungsi 

pencegahan sengketa diabaikan; kedua, menganggap kewenangan 

notaris tanpa batas sehingga risiko konflik kepentingan, rangkap 

profesi, maupun penyalahgunaan akta menjadi lebih besar. 

Akta otentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta 

dibuatnya.” Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak 

beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak 

daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat 

di dalamnya.” Menurut R. Subekti, akta otentik merupakan suatu bukti 

yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut 

harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama 

ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti 

yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu 

penambahan pembuktian. Ia merupakan alat bukti yang mengikat dan 

sempurna.” 

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan 

bukti, atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di 

dalam tulisan, dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. 

Tulisan tersebut turut ditandatangani atau hanya ditandatangani 

oleh pejabat yang bersangkutan saja. 

2. Suatu tulisan, sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 

pejabat yang berwenang. 

3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan 

tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya 

memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya 

akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang 

membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal 

tersebut). 
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Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Tatanan Hukum 

Nasional  
Profesi Notaris dikenal sebagai “Officium Nobile” karena Notaris 

merupakan jabatan yang mulia dan berkaitan erat dengan 

kemanusiaan (Auli, 2022). Dalam menjalankan jabatannya, seorang 

notaris tidak membeda-bedakan latar belakang kliennya, baik dari 

suku, ras, agama, maupun latar belakang ekonominya. Hal tersebut 

dikarenakan profesi notaris dalam memberikan jasanya 

mengedepankan prinsip kemanusiaan dan mengutamakan prinsip 

“equality before the law” dengan bersikap netral, tidak memihak, dan 

melayani semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.  

Dalam sistem hukum nasional, notaris berfungsi sebagai pejabat 

umum yang berwenang membuat akta autentik, selain pejabat umum 

lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Khoidin, 2020). Pelaksanaan tugas dan wewenang notaris 

dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami 

perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

(selanjutnya disebut UUJN) yang mengatur tentang kewenangan apa 

saja yang diberikan negara kepada siapapun penyandang profesi 

notaris.  

UUJN memberikan peran strategis kepada notaris dalam sistem 

hukum di Indonesia. Hal tersebut disinggung melalui Konsideran 

huruf b UUJF yang menyatakan, “bahwa untuk menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan 

peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang 

berwenang.” Merujuk pada Konsideran huruf b UUJF ini, Notaris 

diposisikan sebagai pejabat yang berwenang menghasilkan alat bukti 

tertulis dengan kekuatan autentik. Lebih lanjut penegasan peranan 

Notaris dalam tatanan hukum nasional melalui Konsideran huruf C 

UUJF yang menegaskan: “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada 

masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 

tercapainya kepastian hukum.” Oleh karenanya, kewenangan Notaris 

yang dilimpahkan oleh Negara melalui UUJF dalam rangka kehadiran 

Negara untuk memberikan pelayanan berupa jasa hukum kepada 
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masyarakatnya, utamanya dalam kewenangan pembentukan alat 

bukti yang diakui oleh Negara yang berfungsi untuk melindungi hak-

hak hukum serta mewujudkan kepastian hukum di Indonesia (Adjie, 

2014).  

Profesi Notaris memberikan jasa hukum dan mempunyai 

perbedaan dengan profesi jasa hukum lainnya seperti Advokat, yaitu 

mengenai gelar yang diemban Notaris, yaitu “Pejabat Umum.” 

Walaupun Advokat dan Notaris keduanya tidak berstatus sebagai 

pegawai pemerintahan. Namun gelar pejabat umum ini hanya melekat 

pada profesi notaris (Amalia, 2022). Pejabat umum adalah jabatan 

khusus yang diberikan perundang-undangan untuk menjalankan 

salah satu tugas negara, khususnya dalam menjalankan fungsi publik. 

Artinya bahwa sebagai pejabat umum, Notaris menjalankan tugas 

negara, yaitu melakukan pelayanan publik berlandaskan kewenangan 

serta kewajiban yang melekat padanya yang diberikan melalui 

ketentuan hukum perundang-undangan. Melalui Pasal 1 angka 1 UUJF 

memberikan penegasan lebih lanjut bahwa: “Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini 

atau berdasarkan Undang-undang lainnya.” Dengan demikian, satu-

satunya pejabat umum di dalam tatanan hukum nasional, walaupun 

notaris bukan termasuk pejabat negara atau aparatur sipil negara, 

namun notaris mendapatkan pelimpahan kewenangan atau 

kepanjangan tangan dari pemerintah yang dalam menjalankan 

profesinya bekerja secara independen atau mandiri dalam pembuatan 

akta autentik yang akan menjadi dokumen negara (Moechthar, 2017).  

Adanya perbedaan pejabat umum yang dijalankan oleh notaris 

dengan pejabat publik yang menjalankan tata usaha negara dalam 

pemerintahan. Dalam hal pengupahannya, pejabat umum 

mendapatkan gaji melalui klien pengguna jasa hukumnya, berbeda 

dengan pejabat publik dalam pemerintahan yang mendapatkan gaji 

bersumber dari Anggaran Negara (Ningsih, 2022). Salah satu profesi 

di bidang hukum yang masuk ke dalam jabatan publik di 

pemerintahan adalah jaksa yang menjalankan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan pidana maupun sebagai pengacara negara yang 

merupakan bagian dari lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.  
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Pendahuluan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan notaris menjelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum 

yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Pada 

bidang hukum perdata, notaris memiliki peran yang cukup strategis 

dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi 

sebagai alat bukti tertulis, namun tentunya juga memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi ketentuan hukum 

yang berlaku. Akta notaris yang diterbitkan atau dibuat oleh notaris 

pada dasarnya memiliki karakteristik yang membedakan dengan akta 

di bawah tangan. Akta notaris pada dasarnya memiliki pembeda dari 

akta di bawah tangan, yaitu terletak pada jenis-jenisnya, bentuk, dan 

tentu terdapat syarat-syarat Formil yang meliputi kewenangan 

notaris, tata cara pembuatan akta, dan kelengkapan unsur Formil, 

yang merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan 

keabsahan dan kekuatan hukum suatu akta. 

Pada praktik hukum perdata, banyak ditemukan berbagai 

permasalahan hukum yang berkaitan dengan cacat Formil akta 

notaris; permasalahan-permasalahan tersebut timbul baik akibat dari 

kelalaian dari pihak notaris ataupun ketidaksesuaian prosedur 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya 

apabila suatu akta notaris yang cacat Formil atau tidak memenuhi 

syarat Formil akan berpotensi kehilangan sifat keautentikannya dan 

hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat 

batal demi hukum. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kepastian 

hukum para pihak yang berkepentingan serta berpotensi 

menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu 

dipahami terkait dengan jenis-jenis, bentuk, dan juga syarat-syarat 

Formil suatu akta notaris, agar dapat mempermudah dalam 

pembuatan akta notaris yang memiliki kekuatan hukum. Pembahasan 

mengenai aspek Formil akta notaris juga relevan dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas notaris dalam 

menjalankan jabatannya.  
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Berdasarkan uraian tersebut, book chapter ini bertujuan untuk 

mengkaji secara sistematis dan mendalam mengenai jenis-jenis akta 

notaris, bentuk akta notaris, serta syarat-syarat Formil yang harus 

dipenuhi agar suatu akta memiliki kekuatan hukum sebagai akta 

autentik. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan 

serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

Jenis-Jenis Akta Notaris  

Akta notaris ialah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

notaris sesuai dengan kewenangan dan tata cara yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan doktrin hukum 

kenotariatan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, akta 

notaris dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, terutama 

ditinjau dari cara pembuatan dan peran notaris dalam akta tersebut.  

1. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau Akta Relaas atau 

Berita Acara 

Akta relaas ialah akta yang dibuat oleh notaris untuk menjelaskan 

adanya kejadian atau sebuah perbuatan hukum yang disaksikan, 

dilakukan, atau dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan 

jabatannya. Pada akta relas ini, Notaris tidak hanya berperan 

sebagai pencatat keterangan yang diberikan oleh para pihak, 

namun dalam hal ini Notaris juga berperan aktif menyatakan apa 

yang dilihat, didengar, dan disaksikannya. Pembuktian pada akta 

relaas memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat karena memuat 

keterangan langsung dari pejabat umum.  

Terdapat beberapa contoh akta relaas yang dapat diketahui, 

yaitu akta berita acara rapat, akta penyumpahan, akta pengundian, 

dan akta pencatatan kejadian tertentu. Pada contoh-contoh akta 

tersebut, dalam hal ini notaris juga berperan sebagai saksi dalam 

suatu kejadian tersebut, misalnya pada akta penyumpahan. Dalam 

hal ini notaris juga turut serta dalam proses penyumpahan 

tersebut, lalu kejadian tersebut dituangkan dalam bentuk akta dan 

disahkan oleh notaris yang turut serta menyaksikan kejadian 

tersebut.  
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Pendahuluan 

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin memperoleh dan 

mendapatkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum 

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkannya, setiap keputusan, 

tindakan, perjanjian, maupun peristiwa hukum yang dilakukan oleh 

atau di hadapan pejabat berwenang harus dicatat dalam bentuk 

tertulis yang autentik (Kristianto Sinaga et al., 2024). Pencatatan 

untuk akta autentik ini diperlukan agar perlindungan hukum, 

kepastian, dan penyelenggaraan hukum yang baik dapat terjamin. 

Oleh karena itu, keberadaan lembaga hukum yang efektif menjadi 

kebutuhan mutlak guna mencapai keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan hukum secara efisien. Dalam konteks inilah notaris 

memegang peranan penting sebagai pejabat yang diberi kewenangan 

untuk menyusun akta otentik. Pertanggungjawaban hukum dari akta 

otentik yang dibuat berdasarkan dokumen palsu menjadi isu penting 

karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

(Priono et al., 2017). 

Akta merupakan suatu perangkat alat bukti otentik sehingga letak 

kekuatan pembuktiannya di pengadilan dapat dikatakan paling 

sempurna atau paling kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya. 

Akta dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan proses dan prosedur 

yang jelas dan lengkap, maksudnya bahwa pejabat pembuat akta 

tersebut harus memastikan akta yang akan dijadikan alat bukti 

tersebut dapat sesuai dengan peraturan, prosedur, dan ketentuan 

yang seharusnya. 

Akta yang sifatnya otentik tersebut dibuat oleh Notaris dan/atau 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah mengikuti pendidikan yang 

panjang, diuji melalui ujian profesi, magang, dan disumpah serta 

dilantik oleh negara. Negara yang dimaksud, jika Notaris melalui 

Kementrian Hukum, dan jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten wilayah kerja kota/kabupaten 

tempat PPAT tersebut bekerja. 

Proses yang panjang dan amanah undang-undang yang secara 

tidak langsung menyatakan bahwa profesi notaris dan PPAT tersebut 
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merupakan profesi hukum yang diwajibkan untuk profesional, maka 

dapat dikatakan apa yang menjadi hasil kerja atau produk yang 

dikeluarkan oleh notaris/PPAT wajiblah produk yang profesional, 

sehingga jauh dari akta yang cacat secara hukum. Akta Otentik adalah 

perjanjian mengikat antara satu pihak dan pihak lain yang kuat dan 

dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan (Siahaan, 

2020). 

Notaris/PPAT bertanggung jawab terhadap produk yang 

dibuatnya, yang merupakan produk dari Notaris/PPAT tersebut. 

Tanggung jawab seorang notaris tidak hanya pada proses pembuatan 

akta otentik saja, tetapi sampai dengan terwujudnya akta otentik 

sampai pada saat setelah akta otentik itu terbentuk (Agustini and 

Djaja, 2023). Akibat dari kesalahan notaris/PPAT tersebut dapat saja 

akta otentik tersebut turun menjadi dibawah tangan yang disebut 

sebagai terdegradasi. 

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib 

mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari serta 

tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak yang membuat 

perjanjian di hadapannya (Firdaus, Erni, and Latumenten, 2022). 

Kewajiban tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangan 

tersebut mengharuskan Notaris mengedepankan suatu prinsip yang 

di sebut sebagai prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. 

 

Akta yang Cacat Hukum 
Tentunya tidak ada notaris atau PPAT yang menginginkan apa yang 

menjadi produk dari notaris/PPAT tersebut menjadi cacat sehingga 

menimbulkan kerugian bagi klien atau yang mengajukan permohonan 

pembuatan akta tersebut. Tetapi cacatnya hukumnya suatu akta 

tersebut kerap sekali terjadi, baik itu karena kesengajaan, kelalaian 

dari notaris/PPAT, atau adanya unsur dokumen petunjuk yang dapat 

saja dipalsukan atau terdapat kekeliruan yang dapat disengaja 

ataupun tidak sengaja oleh yang mengajukan permohonan membuat 

akta tersebut. Layanan yang diberikan kepada masyarakat 

menggunakan model layanan publik baru, yang berarti layanan 

berdasarkan teori demokrasi dengan mempelajari kesetaraan hak dan 

kewajiban di antara warga negara (Albert Lodewyk Sentosa and 

Dominikus David Biondi, 2024). 
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Urgensi Pencatatan dan Dokumentasi Peristiwa Hukum 
Kehidupan manusia membutuhkan jalinan kerjasama karena manusia 

merupakan makhluk sosial yang mempunyai saling ketergantungan. 

Agar interaksi mempunyai kekuatan pembuktian diperlukan 

dukungan dokumentasi yang  akan menunjukkan adanya konsensus. 

Dalam menjalin hubungan konsensus tersebut meskipun terdapat 

saling kepercayaan, namun tetap dibutuhkan catatan atau 

dokumentasi yang memuat peristiwa yang pernah dilakukan oleh para 

pihak. 

Urgensi dokumentasi sebagai bagian dari proses pembuktian 

yang telah diantisipasi jauh sebelum terjadi perbedaan pendapat atau 

yang mengarah pada terjadinya dispute (sengketa). Oleh karena itu 

tugas pendokumentasian atau penyaksian suatu peristiwa yang 

merupakan bagian dari peristiwa masa lalu membutuhkan pihak yang 

diberikan amanah yang membutuhkan jaminan akan mampu 

menyimpan dan mengamankan dokumen tersebut dan mampu 

menghadirkan pada saat dibutuhkan.  

Dalam Al-Qur’an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, secara jelas dan menuntun manusia agar melakukan 

pencatatan apabila melakukan transaksi. Hal ini dapat dibaca dalam 

Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan: “Hai orang-

orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 

Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. 

Ayat tersebut menguraikan secara jelas pentingnya pencatatan 
dan kesaksian  dalam melakukan transaksi baik nilainya kecil apalagi 
yang nilai transaksinya besar. Apabila tidak dicatat transaksi yang 
dilakukan, terdapat potensi penyangkalan yang mungkin terjadi pada 
masa mendatang dan manusia saat ini cenderung menjadi pelupa atau 
sengaja melupakan peristiwa masa lalu yang pernah dilakukan. 
Apabila nilai utang piutang yang kecil seringkali dipandang enteng 
oleh yang berutang (debitur) seperti ahli kitab yang digambarkan 
dalam Al-Qur’an. Padahal itu sungguh akan tetap dimintai 
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pertanggungjawaban di hari kemudian sesuai dengan Firman Allah 
Swt, dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 75 yang menjelaskan, ”Di 
antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 
harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka 
ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak 
dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang 
demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami 
terhadap orang-orang ummi [206]. Mereka berkata dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui”. [206] Yang mereka maksud 
dengan orang-orang Ummi dalam ayat ini adalah orang Arab. 

Tabiat manusia dari sejak dahulu sampai sekarang menunjukkan 

kesamaan yakni enggan membayar jika berutang, kecuali orang-orang 

yang takut kepada Allah SWT. Tidak ada sesuatu perbuatan sekecil 

apapun akan senantiasa diberikan ganjaran baik berupa amal 

kebaikan maupun amal keburukan, sesuai Firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang menjelaskan, (7) 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya. (8) dan barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula”. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya 

dan ada pula yang hitam dan sebagainya. 

 

Sejarah Awal Mula Profesi Notaris di Dunia 

Untuk membahas sejarah awal mula notaris, dikutip tulisan Amanda 

Farrell berjudul, “A Short History of Notary Public Laws”. Asal usul 

profesi notaris modern berakar pada  sejarah panjang para 

profesional yang bertanggung jawab atas transaksi dan perjanjian 

penting sehari-hari. Berkat notaris, banyak sejarawan memiliki 

dokumen hukum untuk menyusun dan melestarikan fakta-fakta 

tentang masa lalu. 

Seorang sejarawan Inggris, John Kenneth Hyde, memuji 

notaris, dengan mengatakan, "Sejarawan mendekati sejarah Italia 

pada abad ketiga belas dan keempat belas hampir secara eksklusif 

melalui tulisan-tulisan notaris." Jika Anda pernah bertanya-tanya 

bagaimana profesi dan hukum yang mengaturnya bermula, berikut 

kronologi singkatnya. 
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Pendahuluan  

Notaris merupakan profesi yang dikenal dengan “officium nobile” atau 

“profesi mulia” atau “jabatan luhur” (Humas 2025; Setyo 2025). 

Profesi ini dikenal sejak abad ke-2 sampai abad ke-3 pada masa 

Romawi Kuno, di mana notaris dikenal sebagai scibae, tabellius, atau 

notarius, yang tugasnya mencatat pidato (Setyo 2025). Istilah ini 

diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian dikenal 

sebagai istilah dan titel bagi golongan orang penulis cepat atau 

stenografer.  

Officium nobile pada profesi notaris bukan hanya status, 

melainkan komitmen etik yang harus menjadi nafas setiap keputusan 

notaris. Integritas adalah fondasi utama yang membedakan profesi ini 

dengan profesi lain. Dikarenakan masyarakat menitipkan 

kepercayaan pada notaris, maka setiap tindakannya dalam 

menjalankan profesi harus dilandasi kecermatan, ketaatan hukum, 

dan rasa tanggung jawab publik (Humas 2025). Oleh karenanya, etika 

profesi merupakan landasan moral yang melekat pada setiap jabatan 

yang bersifat pelayanan publik (public service profession).  

Dalam konteks kenotariatan, etika memiliki posisi strategis 

karena jabatan notaris tidak hanya berfungsi sebagai profesi teknis 

hukum, tetapi juga sebagai lembaga kepercayaan publik (public trust 

institution). Notaris bertanggung jawab mengesahkan kehendak 

hukum para pihak ke dalam bentuk akta otentik yang memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Oleh sebab itu, 

tanggung jawab moral notaris tidak berhenti pada ketaatan terhadap 

hukum positif, melainkan juga mencakup tanggung jawab etik untuk 

menjaga kepatutan, kejujuran, serta integritas personal. 

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia 

(INI) merupakan manifestasi nilai-nilai luhur profesi yang harus 

dipatuhi setiap anggota. Pelanggaran terhadap kode etik bukan hanya 

mencoreng nama baik individu notaris, tetapi juga merusak 

kredibilitas institusi kenotariatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai pelanggaran etika dan mekanisme penegakan 

disiplin profesi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga martabat 

dan legitimasi jabatan notaris di tengah perubahan sosial dan 

perkembangan teknologi hukum. 
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Landasan Hukum Etika dan Disiplin Notaris 

Seperti halnya profesi lain, profesi notaris pun memiliki landasan 

hukum etika dan disiplin yang bersumber pada: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Dalam UU Jabatan Notaris ini mengatur secara rinci mengenai 

jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan 

bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris 

mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. 

UU Jabatan Notaris terdiri dari 8 bab yang terdiri dari 1) ketentuan 

umum; 2) pengangkatan dan pemberhentian notaris; 3) 

kewenangan, kewajiban, dan larangan; 4) tempat kedudukan, 

formasi, dan wilayah jabatan notaris; 5) cuti notaris dan notaris 

pengganti; 6) honorarium; 7) akta notaris; 8) pengambilan minuta 

akta dan pemanggilan notaris; 9) pengawasan; 10) organisasi 

notaris; 11) ketentuan sanksi; 12) ketentuan penutup.  

Pasal 4 ayat UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa sebelum 

menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan 

sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat 

yang ditunjuk. Salah satu frasa yang ada pada sumpah tersebut: “... 

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan 

menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, 

kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai 

notaris...” 

Pasal 16 dan Pasal 17 UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban 

dan larangan notaris dalam menjalankan profesinya.  

 

2. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan 

Notaris Indonesia sebagai peraturan internal organisasi 

profesi 

Sementara itu, Kode Etik Notaris mengatur aspek moralitas 

profesional, termasuk tata cara berperilaku, kepatutan dalam 

melayani klien, hubungan antar-notaris, dan tanggung jawab sosial 
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Definisi Pengawasan Jabatan Notaris  

Pengawasan jabatan notaris dalam sistem hukum Indonesia adalah 

serangkaian mekanisme yang dilakukan oleh lembaga yang 

berwenang untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan 

kewenangan jabatannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris (UUJN), 

kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian dan integritas. 

Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin akta yang dibuat notaris 

memiliki kekuatan pembuktian yang sah, melindungi masyarakat 

sebagai pengguna jasa notaris, menegakkan standar profesional dan 

etika, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun 

pelanggaran administratif dan etik. 

Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan oleh tiga tingkat 

majelis, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas 

Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiga majelis ini 

memiliki kewenangan mulai dari pemeriksaan rutin, menerima 

laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan khusus, hingga 

memberikan rekomendasi sanksi terhadap notaris. Pengawasan 

jabatan notaris penting untuk menjaga integritas profesi karena 

notaris memegang peran strategis sebagai pejabat umum yang 

menghasilkan akta autentik dokumen yang memiliki kekuatan 

pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Kedudukan ini 

menjadikan setiap tindakan notaris memiliki dampak langsung 

terhadap kepastian hukum, kepercayaan publik, dan keamanan 

transaksi masyarakat (Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad et al., 2018). 

Tanpa pengawasan yang efektif, peluang terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan data, atau kelalaian dalam 

prosedur pembuatan akta akan meningkat, sehingga dapat merugikan 

para pihak dan merusak reputasi profesi.  

Melalui mekanisme pengawasan berjenjang, mulai dari Majelis 

Pengawas Daerah hingga Majelis Pengawas Pusat, negara memastikan 

bahwa setiap notaris bekerja sesuai standar hukum dan etika profesi. 

Pengawasan ini tidak hanya bersifat represif ketika terjadi 

pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk memastikan kualitas 

layanan tetap terjaga. Dengan demikian, pengawasan jabatan notaris 

menjadi instrumen penting untuk menegakkan profesionalisme, 
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menjaga integritas moral, dan membangun kepercayaan publik 

terhadap profesi yang sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia. 

Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris 

dalam sistem hukum Indonesia adalah Majelis Pengawas Notaris 

(MPN) yang bekerja secara berjenjang (Neneng Septika Dagis et al., 

2022). 

Tidak hanya pengawasan secara eksternal, dan dalam hal ini MPN 

menerima aduan dari masyarakat, dan karena notaris juga di bawah 

Kementerian Hukum dan HAM, maka Menteri sebagai pembina 

notaris memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif 

tertentu, termasuk pencabutan sementara atau tetap dari jabatan, 

berdasarkan rekomendasi MPP. Dalam organisasi profesi notaris, 

yaitu I.N.I., sebagai wadah tunggal profesi notaris, meskipun bukan 

pengawas Formil menurut UUJN, INI juga melakukan pengawasan etik 

melalui Dewan Kehormatan. Dewan ini dapat menindak pelanggaran 

etika profesi dan merekomendasikan sanksi etik terhadap anggotanya 

berdasarkan laporan dari MPN (Majelis Pengawas Notaris) baik di 

daerah maupun wilayah. 

 

Perbandingan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris (MPD, MPW, dan MPP) 

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah 

dengan UU No. 2 Tahun 2014. Ini adalah dasar hukum utama yang 

mengatur terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban notaris, 

pembentukan Majelis Pengawas Notaris, jenis majelis (MPD, MPW, 

MPP), mekanisme pemeriksaan dan sanksi, dan prosedur pengaduan 

terhadap notaris. Dalam hal pengaturannya terdapat pasal penting 

dalam UUJN terkait MPN, yaitu Pasal 67 tentang pembentukan Majelis 

Pengawas, Pasal 68–70 tentang kewenangan MPD, MPW, dan MPP, 

Pasal 73–77 tentang tata cara pemeriksaan, pemanggilan, dan 

penjatuhan sanksi, dan Pasal 85 tentang jenis pelanggaran dan sanksi 

terhadap notaris.  

Tidak hanya itu, pengaturan lebih lanjut mengenai struktur dan 

tata cara juga dijabarkan melalui Permenkumham No. 40 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, 
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Pengertian dan Kedudukan Notaris 
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam 

pembuatan akta otentik serta wewenang lain sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pengertian notaris secara yuridis 

tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini. 

Berdasarkan pengertian tersebut, notaris bukanlah pegawai 

negeri, melainkan pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk 

melaksanakan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata. Akta 

yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna, baik secara lahiriah, Formil, maupun materiil, sehingga 

keberadaan notaris begitu krusial dalam mewujudkan kepastian dan 

perlindungan hukum untuk setiap masyarakat. 

Secara doktrinal, notaris dipahami sebagai profesi hukum yang 

menjalankan tugas negara di bidang pelayanan hukum privat. Habib 

Adjie menyatakan bahwa notaris merupakan jabatan kepercayaan 

(officium nobile) yang menuntut kejujuran, ketelitian, dan integritas 

tinggi dalam setiap tindakan jabatannya. Oleh karena itu, seluruh akta 

yang dihasilkan oleh notaris harus mencerminkan kehendak para 

pihak dan tidak berlawanan dengan peraturan hukum, ketertiban 

umum, maupun kesusilaan. 

Untuk mengemban jabatan sebagai notaris, seseorang wajib 

memenuhi kriteria kualifikasi yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 

mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Selain kepatuhan terhadap regulasi 

tersebut, calon notaris juga diwajibkan untuk memenuhi standar 

kualifikasi yang tertuang dalam Kode Etik Jabatan Notaris (Asufie & 

Impron, 2021). 

Status Notaris sebagai pejabat umum memberikan peran krusial 

dalam menciptakan tata kelola hukum yang tertib. Melalui fungsi ini, 

Notaris memastikan terciptanya kepastian hukum serta memberikan 

perlindungan untuk masyarakat dalam setiap tindakan hukum yang 

dilakukan. 
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Notaris ditugaskan oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan 

bahwa notaris merupakan jabatan kepercayaan, dan karena dalam 

menjalankan tugas jabatannya, notaris dituntut untuk berperilaku 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal 

tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam menjalankan 

tugasnya, notaris merupakan pejabat umum yang melaksanakan 

sebagian wewenang negara. Fungsi pelayanan tersebut secara spesifik 

dilakukan melalui pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat 

bagi masyarakat (Apriliani & Ridwan, 2024). 

Dalam sistem hukum nasional, notaris memiliki peran strategis 

sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan kepastian 

hukum. Akta autentik memiliki derajat pembuktian tertinggi bagi 

hakim dalam sengketa perdata, maka peran notaris bersifat krusial. 

Kualitas akta yang dihasilkan secara langsung mencerminkan sejauh 

mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada para pihak yang 

berkepentingan. 

Notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, 

khususnya dalam pembuatan akta otentik, yaitu akta dengan sifat 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat serta diakui secara 

penuh dalam proses hukum (Nur Hidayah, n.d.), Sebagai pejabat 

umum, notaris dituntut untuk bersikap mandiri dan tidak berpihak, 

serta melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris. Kedudukan 

tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab hukum yang 

besar atas setiap akta yang dibuat. Dalam praktik pelaksanaan 

jabatannya, notaris kerap menghadapi berbagai hambatan dan 

tantangan, salah satunya risiko terseret atau terlibat secara tidak 

langsung dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang 

dilakukan oleh para pihak (Nur Hidayah, n.d.). 

Notaris tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, 

maupun yudikatif, melainkan berdiri secara mandiri sebagai pejabat 

umum yang menjalankan fungsi administratif negara di bidang hukum 

perdata. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas notaris tetap berada 

dalam pengawasan pemerintah dan organisasi profesi melalui Majelis 

Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan ini bertujuan 

untuk menjaga agar notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan 

hukum dan kode etik profesi. 
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Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Notaris 
Tugas pokok seorang notaris adalah menyusun akta autentik yang 

memuat berbagai perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan 

secara resmi dalam bentuk akta autentik. Dengan demikian, Notaris 

dapat dipahami sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan 

untuk membuat akta autentik sepanjang kewenangan tersebut tidak 

secara khusus diberikan kepada pejabat lain, seperti pegawai catatan 

sipil, pejabat pembuat akta tanah, panitera pengadilan, juru sita, dan 

sebagainya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa 

notaris memiliki wewenang menyusun akta autentik terhadap seluruh 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang 

berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik, memastikan 

kejelasan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, hingga 

pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta, selama penyusunan akta 

tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang (Andriana & Irawan, 2022). 

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa apabila 

seorang Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya melakukan 

pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan hukum, maka 

Notaris bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, dan 

administratif. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas antara 

kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri dan kesalahan yang 

dilakukan oleh para pihak.  

 

Perlindungan Hukum Bagi Notaris  
Keberadaan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, dan dalam mengimplementasikan seluruh 

kewenangannya menyediakan layanan jasa untuk masyarakat, 

memerlukan perlindungan dan jaminan hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum. Penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan 

terhadap hak-hak notaris merupakan wujud perlindungan hukum 

atas kedudukan dan hak notaris sebagai pejabat publik (Andriana & 

Irawan, 2022). 
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Pendahuluan 

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ditandai dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan 

keuangan syariah. Perkembangan ditandai tidak sekadar pada 

kenaikan jumlah lembaga keuangan syariah, namun meluasnya 

aktivitas ekonomi dan keuangan syariah termasuk pembiayaan dan 

pengikatan jaminan. Implikasi ini diantaranya berdampak pada 

kebutuhan layanan hukum, termasuk dokumentasi tertulis berupa 

perjanjian baik dalam bentuk dibawah tangan maupun berupa akta 

notariil sebagai bentuk jaminan atas kepastian dan perlindungan 

hukum bagi para pihak. Termasuk dalam hal pemenuhan standar 

syariah dalam perumusan muatan akta atas kepastian atas transaksi 

sesuai dengan standar syariah (Natasari et al., 2019, p. 78). Salah satu 

pihak yang diberikan kewenangan dalam membuat akta dalam hal ini 

transaksi adalah notaris. 

Notaris sebagai sebuah profesi telah mendapatkan legitimasi 

melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan 

Notaris). Notaris sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan 

undang-undang lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa 

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan. 

Hal ini menempatkan peran notaris sebagai pejabat publik yang 

diangkat oleh negara berkaitan dengan urusan hukum privat, 

termasuk autentikasi hubungan hukum para pihak, salah satunya 

terkait akad syariah. Pengangkatan notaris untuk memberikan 

kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada pihak 

pengguna jasa atas setiap transaksi yang dilakukan sebagaimana 
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tertuang dalam akta sebagai sebuah alat bukti dengan pembuktian 

sempurna (H.S., 2018, p. 16; Nu’man, 2021, p. 109). Dalam transaksi 

syariah, peran notaris menjadi lebih kompleks karena selain harus 

berpedoman pada ketentuan hukum positif, notaris juga dituntut 

untuk memastikan bahwa substansi akta memenuhi standar syariah, 

termasuk nilai keadilan, transparansi, kerelaan, serta menghindarkan 

riba, maysir, dan gharar. Sebagaimana telah dirumuskan melalui fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai 

otoritas yang berwenang. 

Kompleksitas dalam penyusunan akta muncul karena adanya 

kekhasan dan karakteristik dari tiap-tiap akad yang memerlukan 

pemahaman dan kemampuan khusus dalam perumusannya. Selain 

berpedoman pada ketentuan secara Formil, pemahaman terhadap 

rukun dan syarat serta dasar dari suatu akad menjadikan landasan 

untuk memastikan keabsahan akad secara substansial. Adanya dua 

sistem (dual system) pelaksanaan keuangan dan bisnis di Indonesia 

secara beriringan, yakni berdasarkan pada sistem hukum positif yang 

mengatur teknis yang bersifat umum dan hukum Islam yang secara 

khusus selaras dengan prinsip syariah. Pada konteks global dalam hal 

ini, perdagangan global menekankan akan persinggungan antara 

hukum internasional dan hukum Islam sebagai hal yang penting dalam 

interaksi dan saling melengkapi (Shebaita, 2025). 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mendefinisikan "Prinsip 

Syariah" sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau 

pernyataan kesesuaian syariah yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah, yakni oleh fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. Konsep ekonomi syariah hadir 

dengan muatan yang mengakumulasi nilai, prinsip, teori, dan kaidah 

ekonomi syariah yang akan diterapkan dalam berbagai bentuk 

lembaga keuangan dengan basis syariah (Widjajaatmadja and Solihah, 

2019, p. 4). Oleh karena hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan 

hukum dibandingkan dengan transaksi konvensional. 

Dalam praktiknya, penyusunan akad syariah berpedoman pada 

fatwa DSN-MUI sebagai dasar pemenuhan prinsip syariah. Namun 

demikian, kedudukan fatwa DSN-MUI yang bukan merupakan hukum 
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positif seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam 

perumusan klausul perjanjian. Oleh karena itu, penyusunan akta 

syariah tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan Formil, 

tetapi juga pemahaman mendalam terhadap konsep akad, termasuk 

prinsip profit and loss sharing dan risk sharing. Perbedaan pemahaman 

dan interpretasi terhadap konsep-konsep tersebut berpengaruh 

langsung terhadap kualitas substansi akta yang dibuat. Akibatnya, 

tidak jarang suatu akta telah memenuhi syarat Formil sebagai akta 

autentik, namun secara materiil tidak memenuhi prinsip syariah 

karena bertentangan dengan karakteristik akad syariah yang 

mendasarinya. 

 

Akta Notaris 

Perjanjian dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk pembuktian dengan tulisan, 

yakni tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Pembedaan ini 

memiliki konsekuensi atas kekuatan pembuktian suatu perjanjian 

dalam suatu perkara atau sengketa. Akta otentik sebagaimana dalam 

Pasal 1868 KUHPerdata: 

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang dan/atau di hadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.” 

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keotentikan suatu akta 

ditentukan oleh dua unsur, yakni kewenangan pejabat pembuat akta 

dan pemenuhan tata cara sebagaimana telah ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan. Terpenuhinya unsur tersebut, akta 

otentik memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna 

yakni secara lahiriah, Formil, dan materil (Maharani, 2021, p. 4). 

Tidak terpenuhinya keotentikan suatu akta akan mendegradasi 

kekuatan pembuktiannya menjadi berkekuatan di bawah tangan. 

Pasal 1874 KUHPerdata mendefinisikan sebagai akta yang dibuat 

tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang serta secara 

kekuatan hukumnya lebih rendah daripada akta otentik. Kedudukan 

ini menempatkan suatu perjanjian yang masih memerlukan 

pengakuan dari pihak yang menandatanganinya perihal kebenaran 

substansinya. 
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